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ABSTRAK

Indonesia sebagai Negara berkembang terus melakukan peningkatan
terhadap sumber daya menusianya. Peningkatan sumber dava manusia tersebut
terus dilakukan dalam bentuk pembangunan baik fisik maupun psikis, Hal ini
dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan menuju masyarakat
yang adil dan makmur. Perumahan merupakan masalah yvang komplek yang
berkaitan dengan segi-segi politik, social budaya, dan pertahanan serta
keamanan nasional. Permasalahan ini sangat wajar mengingat hakekat dan
fungsi perumahan yang begitu luas dalam kehidupan manusia walaupun
terdapat perbedaan persepsi dalara hal- hal tertentu. Berbicara tentang
tanggung jawab developer terhadap perumahan yang rusak pasca gempa 30
September 2009 di kota Padang dan sekitarnya maka developer memiliki
tanggung jawab terhadap perumahan yang rusak apabila belum terjadi proses
serah terima perumahan antara developer dengan konsumen. Yang penulis kaji
dalam skripsi ini adalah bagaimana bentuk kriteria tanggung jawab
pengembang perumahan (developer) dengan adanya kerusakan rumah pasca
gempa, pelaksanaan tanggung jawab pengembang perumahan (developer)
dengan adanya tuntutan ganti kerugian pemilik rumah pasca gempa, bentuk
nerl: ndlmgﬂn hiukum bagi konsumen dengan adanya kerugian pasca gempa,
in carn penvelesaian perselisthan yang aapat dilakukan oleh para pihalk,

terhadap kerusahan peidiiai

)

vang rusak parah. Dan pelakamaan tanggung Jawab developer tersebut bisa
seperti pemulihan kondisi fisik rumah dan pengembalian DP (door
payment),dan bentuk perlindungan hukum bagi konsumen dapat diterapkan
apabila belum terjadi serah terima antara developer dengan konsumen etrhadap
bangunan perumahan. Dan cara penyelesaian perselisihan vyang dapat
dilakukan oleh para pihak dapat dilakukan dengan musyawarah atau mufakat
atau melalui jalur hukum.




BAB 1

PENDAHULUAN

A. Lutar Belakang Masalah

Dalam  kehidupan  bermasyarakat peranan  pengembangan
perumahan  (developer) sangatlah berpengaruh bagi masyarakat atau
kreditur  (konsumen). Seiring dengan perkembangan perekonomian
masyarakat, setiap individu masyarakat cenderung selalu ingin memiliki
sebuah rumah yang telah siap untuk ditempati baik vang dibeli secara tunai
maupun kredit.

Sesuai dengan standar baku pengembangan perumahan ( developer
) mengandung masalah-masalah vang terdapat di dalam masyarakat atau
konsumen dengan berbagai bentuk diantaranya , perjanjian baku sepihak
yvang schagian isinyva ditentukan oleh pihak yang kuat kedudukannya di
dalam perjanjian itu. pihak yang kuat itu ialah pihak kreditur yang
mempunyai posisi ( ekenomi ) kuat dibandingkan pihak debitur atau pihak
yang terikat dalam organisasi. Selanjutnya perjanjian baku yang ditetapkan
pmerintah yang isinya ditentukan oleh pemerintah terhadap perbuatan —
perbuatan  hukum tertentu, misalnya perjanjian - perjanjian  vang
mempunyal objek hak - hak atas tanah. Dan perjanjian baku vang

ditentukan di lingkungan notaris atau advokat vang Konsepnva sjak semula

sedah disediakan untuk permintaan darl anggota masyarakal yang minta




bantuan yvang bersangkutan.

[ sini terlihat sifat konvektif dan massal dari perjanjian baku.
Parjaniian massal ini diperuntukkan bagi setiap debitur vang melibatkan
diri

dengan perjanjian scjenis itu, tanpa memperhalikan perbedaan
kondisi antara debitur yang satu dengan yang lain, Sehubung dengan sifat
massal perjanjian baku, menyatakan “jika debitur menyetujui salah satu
syarat — syaratnya maka debitur hanya mungkin bersikap menerima atau
vidak menerima sama sekali, untuk mengadakan perubahan itu sama schali
tidak ada.”'

Rerbeda dengan Negara kapitalis, penerapan kontrak standar di
Indonesia mencerminkan jiwa nasionalisme bangsanya. Kontrak standar
veng diterapkan di [ndonesia didasari asas Kebebasan berkontrak yang
diatur dalam Pasal 1338 ayvat 1 KUHPerdata, yvaitu semua persetujuan yang
dibuat secara sah berlaku sebagai undang -- undang bagi mcereka yang
membuatnyva.

Persetuwjuan yvang dimaksud dengan dibuat secara sah ialah dalam
Pasal 1320 KUHPerdata yaitu sepakat mereka yang mengikat dirinya,
kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, suatu hal tertentu dan suatu
sebaby vang halal.

Berdasarkan Pasal 1339 KUHPerdata suatu persetujuan tidak hanyva

! Darus Mariam, Pembentukan Hukum Nasional dan Permasalahannva, Alumni, Bandung, hlm
17, 1981
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BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan diatas maka dapal ditarik

kesimpulan:

L

L)

[

Tangeung jawab developer dengan adanya kerusakan pada perumahan
pasca gempa adalah sebagai berikut : mengembalikan / riemperbaiki
keadaan kondisi fisik bangunan perumahan yang rusak akibat gempa
sebelum terjadi serah terima antara developer dengan pihak xonsumen,
apabila telah terjadi serah terima antara developer dengan Lonsumen
maka pihak developer tidak memiliki tanggung jawab Kerusakan yang
dialami aleh perumahan tersebut akibat gempa.

Pelaksanaan tanggung jawab developer dengan adanya tuntutan ganti
rugl dari pihak konsumen adalah memperbaiki kondisi lisik rumah dan
pengembalian Dp (door payment) kepada kensumen apabila konsumen
mengundurkan diri atau tidak jadi membeli rumah tersebut sebagian
dari standar Dp yang teluh ditentukan.

Perlindungar hukum bagi konsumen dengan adanva kerusakan pasca
gempa adalah pihak konsumen dapat menuntut developer apabila pihak

developer tidak melaksanakan kewajibannya terhadap perumahan vang

rusak akibat gempa sebelum terjadi serah terima rumah antara
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